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ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah
Daerah Terhadap Kualitas Informasi dalam Website Pemda (Studi empiris pada
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah)”. Adapun tujuannya untuk menguji pengaruh
kinerja dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kualitas informasi dalam
website pemda pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini meneliti
transparansi informasi pada situs website Pemda dengan mengambil sampel 35
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian in adalah
regresi berganda.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji asumsi klasik
tidak ditemukan masalah dalam uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji
autokolerasi dengan model (Durbin-Watson) dan uji normalitas berdistribusi
norma.

Berdasarkan analisis uji-t diketahui bahwa kinerja yang diukur dengan rasio
pendapatan asli daerah signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela Pemda.
Karakteristik pemerintah daerah yang dilihat dari kompleksitas pemerintahan dan
belanja daerah menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintahan tidak
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela Pemda.
Sedangkan belanja daerah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan sukarela Pemda.

Kata Kunci : Kinerja, Karakteristik, Pengungkapan Sukarela, Website Pemda
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan website Pemda sebagai salah satu sarana untuk
menyampaikan akuntanbilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah daerah
dalam hal kinerja serta karakteristiknya kepada publik. Hampir semua Pemda
di Indonesia memiliki website dengan kualitas dan peranan yang berbeda.
Berbagai informasi disajikan dalam website Pemda, ada yang sekedar
memberikan informasi umum tentang daerah, tidak banyak juga yang
memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Peran pemerintah dalam
penyedia layanan publik serta pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional
menjadi sangat besar akibat adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan
adanya sistem pengawasan, evaluasi dan pengukuran Kinerja yang sistematis
untuk mengukur pencapaian kemajuan Pemda. Penelitian dilakukan untuk
mengetahui apakah Pemerintah Daerah yang telah memiliki website resmi telah
mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam
website Pemda, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-
pihak yang mengakses website tersebut. Selain itu, penelitian ini juga
mengidentifikasi kinerja dan karakteristik Pemda yang di dalamnya termasuk
kompleksitas dan belanja daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja dan Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Informasi Dalam Website Pemda (Studi
Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah)”.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut sehingga tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris dalam hal:
1. Mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja Pemerintah Daerah terhadap

kualitas informasi dalam website Pemda di Jawa Tengah.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah

terhadap kualitas informasi dalam website Pemda di Jawa Tengah.



3. Mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja dan karakteristik Pemerintah
Daerah terhadap kualitas informasi dalam website Pemda di Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja Pemerintah Daerah
Mahsun, et. al. (2006 : 145) menjelaskan kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang
tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja dalam penelitian ini
diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
B. Karakteristik Pemerintah Daerah
Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat
pada daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah
lain (Purwadarminta, 2006). Rora (2012) dalam menjelaskan karakteristik
pemerintah daerah dengan mengambil dua komponen yaitu kompleksitas
pemerintahan (diproksikan dengan jumlah penduduk) dan belanja daerah.
C. Website Pemerintah Daerah
Website merupakan salah satu bentuk layanan yang disediakan Pemda
dengan menggunakan bantuan internet. Layanan dengan bantuan internet
dianggap potensial untuk dikembangkan karena minat masyarakat dalam
menggunakan internet dari tahun ke tahun. Website sebagai inovasi media
pelayanan publik telah berdaya guna dalam meningkatkan kuantitatif dan
kualitatif pelayanan publik. Bentuk daya guna tersebut pada umumnya masih
sebagai media penyampaian informasi publik interaktif dan belum berhasil
menjadi sebuah media transaksi pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
komparatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan,

menyusun, membandingkan, menganalisis dan interpretasi data yang akhirnya



pada kesimpulan yang didasarkan pada penelitian data. Hasilnya ditekankan
untuk memberikan gambaran yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Website
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) jika ditinjau melalui
analisis kinerja dan karakteristiknya.
. Populasi, Sampel, dan Teknik Pemilihan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah selurun Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pemilihan sampel menggunakan teknik
purposive sampling, adapun kriterianya adalah sebagai berikut:
1. Kabupaten/Kota menyediakan Laporan Realisasi APBD tahun 2012.
2. Menyediakan situs resmi (website) Pemerintah Daerah yang dapat diakses
secara langsung melalui internet.
3. Menyediakan seluruh data-data statistik lengkap yang diperlukan untuk
keseluruhan variabel pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Website yang dapat diakses pengungkapan sukarela.
5. Website yang menyajikan informasi yang relevan.
. Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu
sumber data penelitian yang diperoleh peneliti peneliti secara tidak langsung
melalui media perantara (Indriantoro, 2002 ; 147). Data bersumber dari
publikasi laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang
diperoleh dari situs resmi Provinsi Jawa Tengah melalui internet

(www.jatengprov.go.id). Sedangkan untuk data kualitas website yang

mencakup tingkat pengungkapan sukarela pemda dapat di akses melalui
website resmi masing-masing Pemda.
. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Penggunaan
teknik observasi secara langsung memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan
data mengenai website serta pengungkapannya secara detail dan peneliti hanya
mencatat apa yang terjadi sehingga mempunyai peran yang pasif. Data
diperoleh dari website resmi pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

melalui situs www.jatengprov.go.id, dan untuk data tingkat pengungkapan
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sukarela dapat diakses melalui website resmi masing-masing Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah.
E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel
1. Variabel Independen
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah

kinerja dan karakteristik Pemda yang meliputi kompleksitas pemerintah dan
belanja daerah. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian,
2006). Pengukuran Kkinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai
rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kompleksitas Pemerintahan
Ingram (1984) memaparkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan
(yang diproksi dengan jumlah penduduk) memberikan dorongan kepada
Pemda untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya.
Belanja Daerah
Menurut UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan
yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak,
dan mengembangkan sistem jaminan sosial.
Pengukuran untuk variabel independen adalah :
a. Rasio PAD =total PAD / total realisasi anggaran pendapatan
b. Kompleksitas Pemerintah (KP) = log (populasi)
c. Belanja Daerah (BD) = log (realisasi belanja)

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dirumuskan atau tergantung

oleh variabel lainnya. Kualitas informasi dalam website merupakan
penilaian terhadap konten-konten dalam website Pemda. Variabel dependen
diukur dengan menghitung daftar scoring indeks pengungkapan sukarela

Pemda pada website Pemda.



F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi

berganda yang sebelumnya harus terbebas dari pengujian asumsi Kklasik (uji

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi).

1.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,
minimum, dan sum (Ghozali, 2006).

Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah
model regresi yang mengansumsikan bahwa setiap residual
didistribusikan secara normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan
dengan uji kolmogorov-smirnov dengan melihat nilai asymp.sig > 0,05.

. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan pengujian untuk menentukan apakah pada
model regresi ditemukan adanya masalah di antara variabel independen.
Batas dari tolerance value adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10.
Apabila hasil analisis menunjukkan hasil VIF di bawah nilai 10 dan
tolerance value di atas 0,10, maka tidak terjadi multikolinieritas
(Ghozali, 2006).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Hal ini dapat dilihat dari tabel coefficients apabila
probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka
model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali,
2006).

. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier

terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan



kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara

yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi

adalah dengan Uji Durbin-Watson (DW test) dengan cara melihat nilai

DW yang harus memenuhi syarat dU < DW < 4-dU, jika syarat telah

terpenuhi maka data terbebas dari autokorelasi, dimana nilai dU dapat

diperoleh dari tabel Durbin-Watson.

3. Pengujian Hipotesis.
a. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun dari analisis linier berganda dapat disusun persamaan regresi

sebagai berikut:

PSP=pg,+ B,PAD+ B,KP + B.,BD

b. Pengujian Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R?)
Uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar varian
dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel
independen.

2) Uji Signifikansi Simultan (F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen
(terikat).

3) Ujit
Distribusi t untuk menguji suatu hipotesis. Jika probabilitas lebih
kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, berarti secara individual variabel
independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen.

HASIL PENELITIAN

A. Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan tabel statistik deskriptif hasil pengolahan data SPSS
17.0:



N | Min Max Sum Mean De\?it:tlion
Rasio PAD 35 .06 31 3.85 1099 .05013
Belanja Daerah 35| 11.73 12.31| 421.80| 12.0514 13180
Kompleksitas 35/ 5.08 6.25| 207.18 5.9196 .26398
PEMDA
PSP 35 45 81| 20.69 5911 .09100

B. Pengujian Asumsi Klasik
Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS 17.0, data dalam penelitian
ini telah terbebas dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

C. Hasil Pengujian Hipotesis

Unstandardized | Standardized
Model Coefficients | Coefficients ) Sig. Ket.
Std.
B Error Beta
1 |(Constant) 3.494| 2.608 1.340, .190
Rasio PAD 1.045 322 576| 3.249| .003
Belanja Daerah -.395 .283 -572/-1.397| .172|Ho ditolak
Kompleksitas 295 147 .855| 2.003| .054|Ho ditolak
PEMDA
R? 274
Adjusted R? 203
F 3.895
Prob (F-stat) .018?




SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1.

Kinerja yang diukur dengan rasio PAD berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan sukarela Pemda sehingga hipotesis pertama diterima (Hy
diterima) dalam hal ini terdukung secara statistik. Hal ini menunjukkan
bahwa Pemda yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih
banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik.
Kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan sukarela Pemda sehingga hipotesis kedua ditolak (H
ditolak). Hal ini menunjukkan besarnya penduduk tidak mencerminkan
besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah.
Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela
Pemda sehingga hipotesis ketiga ditolak (Hz ditolak). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat pelayanan yang tinggi tidak secara otomatis
akan membuat Pemda untuk mengungkapkan konten informasi dan
presentasi website yang juga tinggi pada website Pemda. Hal ini dapat
disebabkan karena adanya kemungkinan bahwa belanja yang tinggi tidak
mencerminkan tingkat pelayanan yang tinggi, sehingga belanja secara
otomatis tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada

website Pemda.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan simpulan di atas, peneliti menyarankan hal-

hal sebagai berikut :

1.

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah variabel penelitian
lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan
sukarela dalam website Pemda, misalnya tingkat ketergantungan, ukuran

pemda dll.

. Untuk penelitian  selanjutnya, sebaiknya dapat meneliti tingkat

pengungkapan sukarela dengan kualitas informasi dan konten-konten

Pemerintah Daerah yang lebih luas.



3. Menggunakan sampel Pemerintah Daerah yang lebih sebagai bahan
penelitian selanjutnya atas pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan

informasi keuangan pada situs resminya.
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